Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
ISSN: 2746-0576, Vol 6, No 4, 2026, 335-346 https://doi.org/10.35912 /yumary.v6i4.6489

Pelatihan Pelaporan Pajak menggunakan Aplikasi
Coretax Bagi Warga Sukajaya Palembang

Mutiara Maimunah'’, Desy Lesmana?, Delfi Panjaitan®, Novita Febriany*

Universitas Katolik Musi Charitas, Palembang, Indonesia

1,2,3,4

mutiara@ukmc.ac.id I Desy@ukmc.ac. id?, Delfi@ukmc.ac. id>, Novita@ukmc.ac. id*

Article History

Received on 5 April 2026

15t Revision on 19 April 2026
24 Revision on 2 May 2026

3™ Revision on 17 May 2026
Accepted on 13 June 2026

Abstract

Purpose: This study aims to improve the understanding and skills of
individual taxpayers in using the Coretax application for reporting
annual tax returns.

Research Methodology: This study was conducted in RT 095 RW
008 Sukajaya Subdistrict, Sukarami District, Palembang, using a
survey-based approach combined with training and mentoring
methods. The activities included socialization, demonstration, and
hands-on practice using the Coretax application. The tools used
consisted of laptops or computers such as Acer, or Lenovo,
smartphones, and projectors. The software used included the
Coretax application, web browsers such us Google Chrome or
Mozilla Firefox, and Microsoft Office. Data were collected through
observation and questionnaires.

Results: The results show that the activity was highly successful and
effective, with an increase in participants understanding and skills
averaging 4.70 in using the Coretax application, including account
activation, login procedures, and tax return reporting.

Conclusions: The training and mentoring activities were effective in
improving digital tax literacy and participants’ technical abilities in
using the Coretax system.

Limitations: This study is limited to a specific location and a
limited number of participants and does not measure long-term
impacts.

Contributions: This study contributes to improving digital tax
literacy in the community and supports the implementation of the
Coretax system, particularly for individual taxpayers.
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1. Pendahuluan

Dalam dinamika reformasi sistem Perpajakan Nasional pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
saat ini sedang melaksanakan transformasi digital melalui implementasi proyek Pembaruan Sistem
Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang lebih dikenal sebagai Coretax System. Berdasarkan PMK
Nomor 81 Tahun 2024 dan KMK Nomor 456/2024, implementasi penuh sistem ini dimulai pada 1
Januari 2025. Transformasi tersebut mencerminkan perubahan yang signifikan dari penggunaan portal
DJP Online menuju ekosistem perpajakan yang terintegrasi, di mana berbagai layanan integrasi
layanan perpajakan dalam satu platform digital memungkinkan proses pendaftaran Wajib Pajak,
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan pembayaran pajak dilakukan secara lebih efektif dan
efisien. Mengingat pajak merupakan kontributor utama penerimaan negara yang tercantum dalam
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah secara berkelanjutan melakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penguatan sistem administrasi
perpajakan yang modern dan terintegrasi. pajak memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu,
pemerintah terus berupaya meningkatkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun guna
mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu strategi yang diterapkan untuk mencapai
target tersebut adalah melalui pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Sistem
ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam mencatat, menyimpan, dan menyampaikan
berbagai dokumen, data, maupun informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan,
sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam
sistem self-assessment (Cahyadi, 2025; Sari et al.,_ 2026). Penelitian yang dilakukan Khotmi and
Setiawati (2025) mengatakan bahwa Implementasi Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi
administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost)
dan mempercepat proses pelaporan serta pembayaran pajak (Indonesia, 2024).

Berdasarkan pengamatan awal di lingkungan RT 095 RW 008 kelurahan Sukajaya, Kecamatan
Sukarami, Palembang. Ditemukan adanya kesenjangan digital yang cukup signifikan dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan warga. Penulis melakukan wawancara singkat dengan beberapa
warga dan ketua RT setempat. Hasil wawancara membuktikan bahwa warga memang mengalami
kesulitan dalam menghadapi transisi ke sistem baru. Ketua RT mengatakan bahwa mayoritas warga
memang mengalami kesulitan dalam menghadapi transisi ke sistem baru. Berdasarkan penjelasan dari
ketua RT bahwa warganya masih tergantung pada metode e-Filing serta kebingungan mengenai
mekanisme pengintegrasian dan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Permasalahan perpajakan yang
masih sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah Penerimaan pajak yang berasal dari sektor
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih belum optimal, padahal UMKM merupakan
salah satu pilar utama yang menopang pertumbuhan perekonomian nasional sehingga peningkatan
kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi hal yang sangat diperlukan seiring dengan
terus berkembangnya sektor UMKM (Mulyadin & Anasta, 2024).

Menurut berita yang ditulis oleh Putri (2026), meskipun rasio kepatuhan Wajib Pajak (WP) secara
nasional di tahun 2024 mencapai 85,75%, realita di tingkat daerah seringkali menunjukkan angka
yang lebih rendah. Berita di wilayah Sumatera Selatan, Nuraini (2020) melaporkan bahwa tingkat
kepatuhan pembayaran pajak di beberapa segmen masih berada di kisaran 60%. Dalam penelitian
Sofhia and Husnaini (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh
tingkat pemahaman dan literasi perpajakan, meskipun wajib pajak telah memiliki NPWP, masih
terdapat kebingungan dalam pelaporan, ketidaktepatan waktu penyampaian SPT, serta kurangnya
pemahaman terhadap prosedur administratif atas keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Penelitian
dari Suci, Putri,_and Eprianto (2023) menegaskan bahwa kepatuhan mencakup ketepatan waktu
pelaporan SPT, tidak adanya tunggakan pajak, serta kepatuhan terhadap ketentuan administratif
lainnya. Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, disertai rendahnya literasi digital
dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, masih menjadi kendala utama
dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak Viani et al. (2026). Hasil identifikasi di RT 095
RW 008 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang menunjukkan bahwa sebagian
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) masih terbiasa dengan mekanisme pelaporan melalui e-Filing.
Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem Coretax, khususnya pada
penggunaan fitur Taxpayer Account Management dan pemanfaatan NIK sebagai NPWP.

Tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih tergolong rendah. Dalam lima tahun terakhir, rata-
rata kepatuhan formal wajib pajak yang diukur dari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
baru mencapai sekitar 70%. Meskipun setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan, angka tersebut
masih berada di bawah standar kepatuhan formal yang ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), yaitu sebesar 85%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sekitar
25% wajib pajak belum memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan (Nugroho,
Liyana, Muamarah, & Wijaya, 2022). Peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu
faktor penting dalam mendukung tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh
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pemerintah (Adawiyah, Rahmawati, & Eprianto, 2023). Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam
menentukan pendekatan yang paling tepat untuk mengelola sistem perpajakan. Oleh karena itu,
pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan
fiskal, guna mengoptimalkan penerimaan negara. Selain itu, penyebarluasan informasi mengenai
perpajakan kepada masyarakat menjadi salah satu peran penting Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempermudah wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, DJP telah melakukan berbagai pembaruan dan pengembangan
sistem dari waktu ke waktu (Gultom, Salsabila, Lodan, Dompak, & Hairi, 2023).

Coretax merupakan istem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari program modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.
Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform, meliputi
pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga
pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak. Meskipun dirancang untuk meningkatkan efisiensi
dan kualitas layanan perpajakan, implementasi Coretax masih menghadapi sejumlah kendala, baik
dari aspek teknis maupun operasional, yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan administrasi
perpajakan. Sejumlah laporan menunjukkan adanya permasalahan seperti gangguan pada sistem,
ketidaksesuaian data, serta masih terbatasnya sosialisasi dan pelatihan kepada Wajib Pajak. Kondisi
tersebut menyebabkan sebagian masyarakat meragukan efektivitas penerapan Coretax, meskipun
sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi administrasi
mulai dikembangkan sejak tahun 2021 dan penerapannya diperluas ke berbagai unit kerja Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2025 (Izzati, Zulfa, Anggraeni, Nisa, & Sylvanita, 2026). Dalam
implementasi Coretax, Wajib Pajak masih menghadapi berbagai kendala dalam penggunaannya.
Hambatan utama yang sering ditemui meliputi ketidakstabilan sistem digital, seperti gangguan pada
server Coretax yang menghambat proses pembayaran dan pelaporan pajak secara daring. Selain itu,
terbatasnya sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan layanan perpajakan digital, serta adanya
resistensi dari Wajib Pajak terhadap peralihan dari sistem konvensional ke sistem digital, turut
menjadi tantangan dalam penerapan Coretax. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur teknologi dan
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan sistem digital juga menjadi faktor
yang dapat menghambat upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui layanan perpajakan berbasis
digital (Alfirdaus & Anas, 2024).

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berdasarkan Pasal
3 ayat (1), setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT secara benar,
lengkap, serta jelas sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan berlakunya sistem
Coretax, WP kini wajib memahami tata cara aktivasi akun dan penggunaan kode otorisasi sesuai
standar terbaru demi menghindari sanksi administratif akibat keterlambatan pelaporan. Dalam
penelitian Maisyura, Syafina, and Nurwani (2025), transformasi digital perpajakan melalui
implementasi Core Tax Administration System (CTAS) merupakan bagian dari reformasi administrasi
pajak nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.
Penerapan CTAS sebagai inovasi digital Direktorat Jenderal Pajak mampu memperkuat integrasi data,
mempercepat proses pelaporan dan pembayaran, serta meningkatkan kepatuhan formal dan material
wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Adanya kesenjangan antara kesiapan sistem dan kesiapan
pengguna, terutama terkait literasi digital dan pemahaman teknis wajib pajak dalam mengoperasikan
sistem baru.

Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) menjadi semakin penting pada era saat ini karena
pemerintah berharap sistem tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus
mendorong kenaikan tax ratio Indonesia yang hingga kini masih tergolong rendah. Dengan adanya
CTAS, administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sehingga
dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara (Nataherwin & Defin, 2025). Pelaporan pajak kini
menjadi lebih mudah melalui penggunaan aplikasi e-Filing. Meskipun demikian, keterbatasan
pemahaman wajib pajak mengenai tata cara pelaporan pajak masih menjadi salah satu kendala yang
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menghambat pelaksanaan kewajiban pelaporan secara tepat dan tepat waktu (Saprianto & Nirmala,
2026). Meskipun demikian, sejak diterapkannya sistem tersebut, banyak wajib pajak menyampaikan
ketidakpuasan terhadap kinerjanya. Kendala seperti akses sistem yang sulit, gangguan server yang
sering terjadi, serta ketidaksesuaian pencocokan data dinilai menyebabkan proses pelaporan,
pengajuan, dan pembayaran pajak menjadi lebih rumit dan kurang efisien (Artavia, Kusumaningarti,
& Rahayu, 2026).

Penelitian oleh Anggini, Lidyah, and Azwari (2021) mengonfirmasi bahwa pengetahuan perpajakan
dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi di Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman aturan merupakan prasyarat
utama sebelum wajib pajak dapat memenuhi kewajiban self-assessment secara benar. Penelitian
terbaru oleh Abigail and Wijaya (2025) mengenai implementasi sistem Coretax menemukan bahwa
efektivitas penggunaan aplikasi baru ini sangat bergantung pada intensitas sosialisasi dan
pendampingan teknis. Tanpa sosialisasi yang memadai, fitur-fitur canggih seperti taxpayer account
justru dapat membingungkan wajib pajak awam. Kurangnya sosialisasi teknis mengenai perbedaan
operasional antara DJP Online dan Coretax berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan warga di
Kelurahan Sukajaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga RT 095 RW 008
Kel.

Sukajaya mengenai regulasi perpajakan terbaru terkait implementasi Coretax System, memberikan
keterampilan praktis dalam melakukan transisi akun dari DJP Online dan mengisi SPT Tahunan WP
OP melalui aplikasi Coretax secara mandiri, Temuan Oktaviani, Lestari, Doktoralina, Mareta, and
Manshur (2025) menekankan bahwa literasi pajak dan kemudahan akses layanan perpajakan
merupakan faktor moderasi yang memperkuat kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT tepat
waktu. Meskipun sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, hasil penelitian
oleh Oktris, Muktiasih, and Azhar (2024) menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki
pemahaman mendalam cenderung patuh secara sukarela (voluntary compliance) bahkan tanpa adanya
ancaman sanksi. Tujuan kegiatan ini mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak guna
meminimalisir risiko kesalahan administratif atau denda akibat ketidaktahuan sistem baru.

2. Metodologi Penelitian

Kegiatan pengadian kepada masyarakat dengan pendekatan survei (survey-based study) yang
dikombinasikan dengan metode pelatihan dan pendampingan. Pendekatan ini digunakan untuk
mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta serta mengevaluasi efektivitas kegiatan dalam
meningkatkan kemampuan pelaporan pajak menggunakan sistem Coretax. Pendekatan ini digunakan
untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta serta mengevaluasi efektivitas kegiatan dalam
meningkatkan kemampuan pelaporan pajak menggunakan sistem Coretax. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, di mana pendekatan kuantitatif
digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman melalui kuesioner, sedangkan pendekatan kualitatif
digunakan untuk menganalisis respons dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.

Pengabdian ini dilaksanakan melalui lima tahapan utama yaitu saling terintegrasi, yaitu sosialisasi,
pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Pada tahap
sosialisasi, peserta diberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya digitalisasi perpajakan dan
pengenalan sistem Coretax. Tahap pelatihan dilakukan melalui praktek langsung penggunaan Coretax
mulai dari aktivasi akun, login, hingga pelaporan SPT secara digital, selanjutnya, pada tahap
penerapan teknologi, peserta mempraktekkan secara langsung penggunaan system dengan dukungan
perangkat seperti laptop, smartphone, dan proyektor. Tahap pendampingan dan evaluasi dilakukan
untuk memastikan pemahaman peserta melalui bimbingan langsung serta pengukuran menggunakan
kuesioner dan observasi. Keberlanjutan program diarahkan pada tindak lanjut berupa pendampingan
lanjutan dan penyediaan modul agar kemampuan peserta dalam perpajakan digital dapat terus
meningkat secara berkelanjutan.

Kegiatan dilaksanakan di RT 095 RW 008 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang dengan subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti pelatihan.
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Materi yang disampaikan meliputi pengenalan sistem perpajakan digital, penggunaan aplikasi
Coretax, aktivasi akun, serta tata cara pengisian dan pelaporan SPT. Metode yang digunakan dalam
kegiatan ini mencakup ceramah untuk penyampaian konsep dasar, demonstrasi penggunaan aplikasi,
praktik langsung (hands-on training) untuk meningkatkan keterampilan teknis, serta diskusi untuk
membahas kendala yang dihadapi peserta. Pendekatan ini didasarkan pada teori Participatory Action
Learning yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran.

Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner
digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman, kemampuan teknis, serta kepuasan peserta terhadap
pelatihan, sedangkan lembar observasi digunakan untuk mencatat partisipasi dan keterlibatan peserta
selama kegiatan berlangsung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan
penyebaran kuesioner setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, PKM digunakan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung
kelancaran proses pelatihan dan peningkatan keterampilan peserta dalam penggunaan aplikasi Coretax
Administrasi System, yaitu perangkat keras berupa laptop, smartphone miliki peserta, serta proyektor
drbagai media penyampaian materi secara visual, sedangkan perangkat lunak yang digunakan meliputi
aplikasi Coretax Administrasi System, web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox, serta
SPSS untuk pengolahan data kuesioner. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis
deskriptif kuantitatif untuk mengukur Tingkat peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta
melalui kuesioner, serta analisis deskriptif kualitatif untuk menginterprestasikan hasil observasi dan
tanggapan peserta selama kegiatan berlangsung, sehingga diperoleh Gambaran yang komprehensif
mengenai efektivitas kegiatan pengabdian dalam meningkatkan literasi perpajakan digital.

Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam kegiatan ini dioperasionalkan melalui dua
konstruk utama, yaitu perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan Coretax) dan perceived
usefulness (persepsi manfaat Coretax dalam pelaporan pajak). Kedua konstruk tersebut diukur
menggunakan instrumen kuesioner yang mencerminkan persepsi peserta terhadap kemudahan proses
login, aktivasi akun, serta efisiensi penggunaan Coretax dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan
literasi digital di bidang perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu,
pendekatan pelatihan berbasis praktik langsung diasumsikan lebih efektif dibandingkan metode
penyampaian materi secara teoritis. Asumsi tersebut didukung oleh Technology Acceptance Model
(TAM), yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap penerimaan
teknologi, serta teori pembelajaran partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta
dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Pendekatan ini sejalan dengan literatur
yang menyatakan bahwa kombinasi TAM dan participatory learning efekyif dalam meningkatkan
literasi teknologi Masyarakat dalam sistem digital publik (Kolb: 2015),

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Kegiatan PKM yang berjudul “Pelatihan Pengisian SPT dengan Aplikasi Coretax untuk Wajib Pajak
Orang Pribadi bagi Masyarakat RT. 095 RW. 008 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami
Palembang”. Kegiatan dilakukan pada hari Minggu, 29 Maret 2026, kegiatan berlangsung di
Perumahan Taman Sejahtera Blok B No 17 RT. 095 RW. 008 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan
Sukarami Palembang. Peserta kegiatan yang hadir berjumlah 27 orang yang merupakan masyarakat
RT 095 RW 008 yang memiliki usaha maupun karyawan tetap. Berdasarkan kriteria wajib pajak orang
pribadi yang aktif dan memiliki kewajiban pelaporan SPT tahunan di wilayah sasaran kegiatan.
Presensi diisi langsung oleh setiap peserta yang hadir. Tim pengabdian dibantu mahasiswa untuk
menyebarkan presensi dan membantu persiapan pendampingan.

Mitra merupakan masyarakat Perumahan Taman Sejahtera RT 095 Rw 008 yang berprofesi sebagai
karyawan dan pengusaha. Berdasarkan hasil pelatihan yang telah dilakukan dengan masyarakat,
diketahui bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi masih mengalami kesulitan dalam
melakukan pelaporan SPT Tahunan, khususnya setelah adanya implementasi sistem Coretax.
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Permasalahan yang dihadapi mitra yaitu kurangnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi
Coretax, kesulitan dalam proses login dan aktivasi akun menggunakan NIK, kurangnya pemahaman
terkait pengisian SPT tahunan secara benar, rendahnya literasi perpajakan digital, kurangnya
pemahaman terkait Bukti Potong, kurangnya pemahaman mengenai pelaporan harta melalui Coretax,
dan kurangnya pemahaman terkait status suami dan istri dalam pelaporan SPT Tahunan.

Menjawab permasalahan tersebut, tim PKM melaksanakan kegiatan pelatihan yang diawali dengan
pemberian materi mengenai sistem Coretax, dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaan aplikasi,
serta pendampingan langsung dalam pengisian SPT Tahunan. Materi yang disampaikan meliputi:
Pengenalan Coretax, Tata cara login dan aktivasi akun, Pengisian data SPT (penghasilan, harta,
kewajiban), Proses pelaporan hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), dan
Menjelaskan terkait dampak status suami istri dalam pelaporan SPT Tahunan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif bertanya dan
mengikuti praktik secara langsung. Tim PKM juga memberikan pendampingan secara intensif untuk
memastikan setiap peserta dapat memahami materi yang diberikan. Dalam rangka mengevaluasi
kegiatan pengabdian ini, tim menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari beberapa indikator
penilaian, yaitu Materi dan Narasumber, Peningkatan Pengetahuan, dan Penyelenggaraan. Adapun
hasil evaluasi kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil evaluasi pemahaman dan kepuasan peserta terhadap pelatihan coretax

No Pertanyaan Nilai
A Materi & Narasumber
1 Materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan saya sebagai WP. 4.70
2 Narasumber menguasai perbedaan antara DJP Online dan Coretax. 4.74
3 Metode simulasi memudahkan saya memahami alur aplikasi baru. 4.74
B Peningkatan Pengetahuan (Outcome)
4 Saya sekarang memahami cara login menggunakan NIK di Coretax. 4.62
5 Saya merasa mampu mengisi SPT secara mandiri setelah pelatihan ini. 4.77
6 Kepercayaan diri saya meningkat dalam menghadapi transisi sistem DJP. 4.70
C Penyelenggaraan
7 Fasilitas (PPT, tempat, alat bantu) mendukung kelancaran praktik. 4.62
8 Alokasi waktu untuk sesi tanya jawab dan konsultasi sudah cukup. 4.77

Berdasarkan Tabel 1 diatas, pada indikator materi dan narasumber diperoleh nilai rata-rata yang tinggi
pada seluruh aspek penilaian. Peserta menilai bahwa materi yang disampaikan telah relevan dengan
kebutuhan mereka sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai rata-rata sebesar 4.70. Selain itu,
narasumber dinilai mampu menguasai materi dengan baik, khususnya dalam menjelaskan perbedaan
antara sistem DJP Online dengan Coretax, yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 4.74. Metode
penyampaian yang digunakan, terutama melalui simulasi langsung, juga dinilai sangat membantu
peserta dalam memahami alur penggunaan aplikasi baru, dengan nilai rata-rata sebesar 4.74. Hal ini
menunjukkan bahwa kualitas materi dan kompetensi narasumber sudah sangat baik serta mampu
mendukung tercapainya tujuan kegiatan.

Pada indikator peningkatan pengetahuan (outcome), hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan
pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Peserta menyatakan
bahwa mereka mulai memahami cara login menggunakan NIK dalam sistem Coretax dengan nilai
rata-rata sebesar 4.62. Selain itu, peserta juga merasa lebih mampu untuk mengisi SPT secara mandiri
setelah mengikuti pelatihan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 4.77. Kepercayaan diri
peserta dalam menghadapi perubahan sistem perpajakan menuju digital juga mengalami peningkatan,
dengan nilai rata-rata sebesar 4.70. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan tidak hanya
memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga berdampak nyata terhadap kemampuan praktis peserta
dalam menggunakan aplikasi Coretax.
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Selanjutnya, pada indikator penyelenggaraan kegiatan, peserta memberikan penilaian yang positif
terhadap fasilitas dan alokasi waktu yang disediakan selama kegiatan berlangsung. Fasilitas yang
meliputi modul, tempat, serta alat bantu praktik dinilai cukup mendukung kelancaran kegiatan dengan
nilai rata-rata sebesar 4.62. Selain itu, alokasi waktu yang diberikan untuk sesi tanya jawab dan
konsultasi dinilai sudah memadai, dengan nilai rata-rata sebesar 4.77. Hal ini menunjukkan bahwa
secara keseluruhan penyelenggaraan kegiatan telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan
kenyamanan serta kesempatan yang cukup bagi peserta untuk memahami materi secara lebih
mendalam.

Penelitian kuantitatif oleh Andesto (2026) terhadap 140 Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan
bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh regulasi dan edukasi perpajakan. Analisis data
mengindikasikan bahwa implementasi PMK Nomor 66 Tahun 2023 serta penerapan sanksi perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kebijakan tarif pajak
tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan tersebut. Selain itu, hasil
penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan
wajib pajak menjadi lebih kuat apabila didukung oleh sosialisasi perpajakan yang memadai. Temuan
ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan
merupakan langkah strategis untuk memperluas pemahaman masyarakat, meningkatkan kesadaran
perpajakan, dan mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian oleh
Franata and Khairudin (2025) mengungkapkan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan,
meningkatnya kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan kualitas layanan perpajakan
merupakan faktor-faktor yang berkontribusi secara positif dan signifikan dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak.

Indikator seperti kecepatan pelayanan, transparansi informasi, dan edukasi pajak yang efektif
merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian yang dilakukan Korat and
Munandar (2025) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan,
kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman
dan pelayanan perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian oleh Hidayat and Inayati (2025) bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Core Tax
System (Coretax) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax memberikan dampak
positif berupa peningkatan efisiensi administrasi, transparansi, dan akurasi pengelolaan pajak, serta
mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, sistem ini juga berkontribusi dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas data dan pengawasan.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala seperti masalah teknis, keterbatasan
infrastruktur, serta adaptasi wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian oleh Juananda, Meiriasari,_and
Munandar (2026), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan sebelum penerapan Coretax
System masih dilakukan Pada periode sebelum implementasi Coretax System, pelaporan perpajakan
masih dilakukan melalui DJP Online dengan proses yang terpisah dan melibatkan sejumlah tahapan
manual. Kehadiran Coretax System mengubah mekanisme tersebut menjadi sistem yang lebih
terintegrasi, terdigitalisasi, dan tersusun secara sistematis, sehingga meningkatkan efisiensi serta
kualitas pengelolaan data perpajakan. Meskipun demikian, implementasi pada tahap awal masih
menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala teknis pada sistem dan rendahnya tingkat pemahaman
pengguna, yang menghambat proses adaptasi terhadap sistem baru. Secara umum, implementasi
Coretax System memberikan manfaat positif terhadap pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan Badan,
meskipun keberhasilannya masih memerlukan dukungan berupa sosialisasi yang lebih intensif dan
penyempurnaan sistem secara berkesinambungan.

Hasil dari penelitian Alfi and Wijaya (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada UMKM
e-commerce secara signifikan dipengaruhi oleh modernisasi sistem perpajakan. Namun, kepatuhan
wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh religiositas pada jenis usaha yang sama. Selain
itu, kepatuhan pada e-commerce juga dipengaruhi secara signifikan oleh kecintaan terhadap uang.
Sementara itu, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak
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UMKM e-commerce. Penelitian yang dilakukan Pratiwi, Khairunnisa, Ramadhandy, and Savitri
(2024) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak
merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Peningkatan
kepatuhan wajib pajak yang diimbangi dengan pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak secara
efektif mampu mendorong optimalisasi penerimaan pajak.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu didukung oleh kebijakan otoritas
perpajakan yang berfokus pada penguatan edukasi perpajakan, peningkatan efektivitas pemeriksaan
pajak, serta perbaikan strategi penagihan pajak guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor
perpajakan. Dalam penelitian Purnomo, Sadiqin,_and Arvita (2025) menunjukkan bahwa penerapan
CoreTax mampu mempermudah proses pelaporan pajak melalui fitur otomatisasi, integrasi data, serta
penyediaan panduan penggunaan yang komprehensif. Selain itu, implementasi sistem tersebut
memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan meminimalkan
kesalahan dalam pelaporan serta mempercepat proses penyampaian laporan pajak. Penelitian yang

mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dilihat dari hasil evaluasi pascapelatihan.
Berdasarkan kuesioner yang disebarkan, sebanyak 85% peserta menyatakan telah memahami secara
baik alur perhitungan serta proses pelaporan PPh Pasal 21. Penelitian yang dilakukan Firmansyah,
Kamilah, Alfatih, and Hariroh (2025) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi perpajakan memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pelaporan, yang tercermin dari penghematan waktu,
penurunan biaya kepatuhan, kemudahan akses, peningkatan akurasi data, serta penyederhanaan proses
pelaporan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini memperoleh nilai
rata-rata yang berada pada kategori setuju hingga sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa
kegiatan pelatihan pengisian SPT menggunakan aplikasi Coretax telah berjalan dengan efektif dan
memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta. Tingginya tingkat kepuasan peserta juga
mencerminkan bahwa metode pelatihan yang digunakan, yaitu kombinasi antara penyampaian materi
dan praktik langsung, sangat sesuai untuk meningkatkan literasi perpajakan digital di kalangan
masyarakat. Selain itu, peserta juga memberikan respon positif serta harapan agar kegiatan serupa
dapat dilaksanakan kembali di masa yang akan datang dengan materi yang lebih mendalam.

3.2 Pembahasan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
menggunakan aplikasi Coretax berhasil meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan
diri peserta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara digital. Tingginya skor pada indikator
peningkatan pengetahuan, khususnya kemampuan peserta dalam melakukan login menggunakan
Nomor Induk Kependudukan (NIK), mengisi SPT secara mandiri, serta memahami perbedaan antara
DJP Online dan Coretax, menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis simulasi dan pendampingan
langsung mampu menjembatani kesenjangan literasi digital perpajakan yang masih dihadapi
masyarakat. Selain meningkatkan pemahaman konseptual, pendekatan praktik secara langsung juga
memberikan pengalaman nyata kepada peserta dalam menggunakan sistem yang baru diterapkan. Hal
ini penting karena proses digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya menuntut kemampuan
memahami regulasi, tetapi juga kemampuan mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Dengan
demikian, pelatihan menjadi sarana yang efektif untuk membangun kesiapan masyarakat dalam
menghadapi transformasi layanan perpajakan berbasis digital sekaligus mengurangi ketergantungan
terhadap bantuan pihak lain dalam proses pelaporan pajak.

Implementasi Coretax merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia
yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, transparan, akurat, dan efisien.
Meskipun sistem ini menawarkan berbagai kemudahan, implementasi pada tahap awal masih
menghadapi tantangan yang cukup besar. Berbagai kendala seperti kesulitan aktivasi akun, adaptasi
terhadap antarmuka sistem yang baru, keterbatasan literasi digital, serta pemahaman mengenai fitur-
fitur baru masih menjadi hambatan bagi sebagian wajib pajak. Kondisi tersebut juga tercermin pada
peserta kegiatan yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memahami proses login, pengisian data
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harta, penggunaan bukti potong, hingga penentuan status suami dan istri dalam pelaporan SPT
Tahunan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya bergantung
pada kesiapan teknologi informasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna
utama sistem. Oleh karena itu, transformasi digital perpajakan perlu diiringi dengan peningkatan
kualitas sosialisasi, pendampingan teknis, serta penyempurnaan sistem secara berkelanjutan agar
seluruh lapisan masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut secara optimal.

Lebih lanjut, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan digital melalui
pelatihan memiliki potensi untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam jangka
panjang. Tingginya tingkat kepuasan peserta dan meningkatnya kemampuan mereka dalam
melakukan pelaporan secara mandiri menunjukkan bahwa edukasi perpajakan merupakan salah satu
faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Coretax. Di tengah percepatan
digitalisasi layanan publik, masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap teknologi, tetapi
juga pendampingan agar mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif dan benar. Oleh
karena itu, kegiatan pelatihan seperti ini sebaiknya tidak hanya dilaksanakan sebagai program yang
bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari program edukasi perpajakan yang berkelanjutan. Sinergi
antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi
perpajakan digital, memperluas pemanfaatan Coretax, memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak,
serta mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui sistem administrasi perpajakan yang
semakin modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
ini telah mencapai tujuan yang direncanakan. Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi
Coretax terbukti mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri peserta
dalam melaksanakan pelaporan perpajakan secara digital. Kombinasi metode sosialisasi, praktik
langsung, dan pendampingan intensif memberikan pengalaman belajar yang efektif sehingga peserta
lebih siap beradaptasi dengan sistem perpajakan digital.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi Coretax terlaksana dengan baik, efektif,
dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan
pemahaman dan keterampilan peserta dalam menggunakan sistem Coretax, yang ditunjukkan oleh
nilai rata-rata kuesioner sebesar 4,62-4,77 pada seluruh indikator penilaian. Penerapan metode
pelatihan yang mengombinasikan sosialisasi, praktik langsung, dan pendampingan terbukti efektif
dalam meningkatkan kemampuan peserta melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
secara digital. Selain itu, penerapan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan
Participatory Action Learning mendukung peningkatan penerimaan, pemahaman, serta kemampuan
peserta dalam memanfaatkan teknologi perpajakan digital. Pendampingan langsung juga memberikan
kontribusi yang signifikan dalam mempercepat pemahaman peserta terhadap proses aktivasi akun,
login, pengisian data, hingga pelaporan SPT melalui sistem Coretax.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis peserta dalam
menggunakan aplikasi Coretax, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban
perpajakan secara mandiri, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil
kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik dan pendampingan merupakan
pendekatan yang efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan digital masyarakat sekaligus
mendukung keberhasilan implementasi modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

4.2 Limitasi Penelitian

Kegiatan ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya dilakukan pada satu wilayah serta
jumlah peserta yang terbatas. Selain itu, evaluasi yang dilakukan masih bersifat jangka pendek
sehingga belum dapat mengukur dampak jangka panjang terhadap kepatuhan wajib pajak.
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4.3 Saran dan Studi Lanjutan

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, beberapa rekomendasi diajukan sebagai upaya
meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program serupa di masa mendatang. Penguatan literasi
perpajakan digital perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin mampu memanfaatkan sistem
Coretax secara optimal dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh karena itu,
peserta diharapkan terus mempraktikkan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara
mandiri sehingga keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan dapat dipertahankan dan
ditingkatkan dalam pelaksanaan pelaporan pajak berikutnya.

Selain itu, diperlukan pelatihan lanjutan yang membahas fitur-fitur terbaru pada sistem Coretax,
perubahan regulasi perpajakan, serta penyelesaian berbagai kendala teknis yang mungkin dihadapi
oleh wajib pajak. Sosialisasi mengenai penggunaan teknologi perpajakan digital juga perlu diperluas
kepada masyarakat melalui kerja sama antara perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah
daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar implementasi Coretax dapat berjalan lebih
optimal. Kegiatan pendampingan secara berkala juga penting untuk memastikan peserta mampu
mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh serta memperoleh solusi atas permasalahan yang
muncul selama penggunaan sistem.

Sebagai studi lanjutan, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan melibatkan jumlah peserta yang
lebih besar dan latar belakang wajib pajak yang lebih beragam sehingga efektivitas pelatihan dapat
dievaluasi pada berbagai kelompok masyarakat. Penelitian selanjutnya juga dapat mengukur dampak
jangka panjang pelatihan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, intensitas penggunaan Coretax,
serta perubahan perilaku wajib pajak dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital. Hasil
penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan program edukasi
perpajakan dan penyempurnaan implementasi Coretax sebagai bagian dari modernisasi administrasi
perpajakan di Indonesia.
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